WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINS! SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR €& TAHUN 2022
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatikan kinerja dan
mobilitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakvat Dacrah Kota Lubuklinggau dipandang perlu
menvediakon Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan
dan  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Lubuklingeau;

b. bahwa besoran lunjangan transportasi bagi Pimpinan
dan Angeora Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Lubuklingedu telah dihitung dengan memperhatikan
azas  kepdiulan, kewajaran, rasionalitas, standar
herga  yuny  berlaku sesual  dengan  ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan;

¢. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan
Pasal 15 avat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 tenmtang Hak Keuangan dan Administratf
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daecrah Kota Lubuklinggau, anggota DPRD dapat
diberikan tunjangan transportasi serta dalam hal
Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
geedra dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan
dan  angeota DPRD  dapat diberikan tunjangan
transpoftast dan tunjangan perumahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hurul a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Perdturan Wali Kota tentang Besaran
Tunjnnean Transportas: Bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nemor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan  RKota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 14);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksann  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab
Reuangan  Nepara  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teritang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Unlung Undang Nemer 1 Tahun 2022 tentang
Hubhungan Keuongan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemorntaban Daerah (Lembaran Negara Republik

Incdonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 6057);

wn

6.  Peraturan Mentwert Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 1entang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

A0 NMothor 1781l

7.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak
Kevangan dan Administratifl Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017
Nomor 7 ):

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor
48 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota
Lubuklinzeau  (Berita Daerah Kota Lubullinggau
Tahun 2020 Namor 48);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALl KOTA  TENTANG BESARAN
TUNJANGAN  TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
LUBUKLINGCOGAU

BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan :

1. Kota adaluh Kota Lubuklinggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.

3. Pemerintah | (1! adalah Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
discbut  DPFRD  adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Lubuklinggau.
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Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan
Dacrah Keta Lubuklinggau.

8. Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
mercka vang  diresmikan keanggotaannyva sebagai
angeota DPRD oan telah mengucapkan sumpah dan
Jenit berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

7. Sekretariat DPRID adalah Sekretariat DPRD  Kota
Lubuklingzau.

8. Sekretaris DPRD  adalah Sekretaris DPRD Kota
Lubuklinggau.

9, Tunjangan Transportasi bagl Pimpinan dan Anggota
DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setinp bulan untuk mendukung  kelancaran
pelaksanann fungs), tugas dan wewenang Pimpinan
tan anggots DPRD.

100 Angearan  Pendopatun  dan Belamja Dagrah yang
selanjutmya dismgkat  APBD  adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota
Lubukhngzau  wvang ditetapkan dengan Peraturan
Dacrah Kota Lubuklinggau.



Pasal 2

Pemberinn Turjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota
DPRD dimaksudkan untuk mengganti biaya vang harus
dikeluarkin karena Pemerintah Kota belum dapat
menyedinkan kendaraan dinas jabatan.

Pasal 3

Tujuan pemberian tunjangan transportasi bertujuan untuk
meningkatkan kescjahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
yang tdak discdiakan kendaraan dinas jabatan.

BAB 1l
SUMBER BIAYA

Pasal 4

(1) Sumber pembiavaan untuk pemberian tunjangan
Transportasi bhagi Pimpinan dan Anggota DPRD
berasal dari APBD.

(2] Sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (1)
dinnggarkan  sctiap  tahun  anggaran  sesuai
kemampuan keusmegan Daerah.

GAL 1
BESARAN TUNJANGAN

Pasal 5

(1}  Tunmjangan  Transportasi Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah di  tetapkan
sebagai berikuu
a. Pimpinan DPRD meliputi:

I. ketua DPRD  sebesar Rp. 19.500.000;-
(Sembilan belas juta lima ratus ribu
rupahl) bulan; dan

Zowakil ketna DPRD sebesar Rp.19.000.000,-
(Scmbilan belas juta rupiah)/bulan.

boanggota DPRD sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan
belas juta empal ratus ribu rupiah)/bulan.

(2) Apabila Pemerintah Kota dapat menyediakan
kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, maka
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurula dan hurufl b tidak dibayarkan.



(1)  Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 Avat (!) dibayarkan setiap bulan terhitung
mulail tanggal mengucapkan sumpah/janji.

(2) Bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang
diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan
Transpertast sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

avat (1)
BAL [V
ENUTUP
Pasal 7

Pada saat peraturan Wali Kota iri berlaklil, Peraturan Wali
Kota Nomor |2 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan

ransportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerali Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12) dicabut dan
dinyatakan tidalk berlakuy.

Pasal &
Péran o Wall Kewr inl mulail berlaku pada tanggal
Agar sotiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundlangan  Peraturan Wali Kota ini  dengan
penempalannyva dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, @5 Febrarl 2022

WALI KOTA LYBUKLINGCAU,

H.S. N. PR&NA/PTJTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklin:zau
pada tanggal, 35 Februarl 2022

SEKRETARIS BAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,




